Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURWAKARTA
SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147 6/Kep- 69/DS-2002 /VI/2025

TENTANG

KEFENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA 1

DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025- 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

bashwa untuk melaksanakan ketentunn Pasal 8 Ayat (1) dan
(5} Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Pos Pelayanan Terpadu:

bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu Scbagal lembaga
kemasvarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar
Pelayanan Minimal,

baliwa berdasarkan pertimbangan sebaguimuna dimaksiid
hurul o dan hurul b, periu menetapkan Keputusan Kepala
Desa Ciracan tenteng Kepengurusan Pos Pelayanan Terpaduo
Garuda Il di Desa Ciracas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat {Berita Negura Republik Indonesia
Tahun  1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Toahun 1968 tentang Pembentukan
Kabuputen Purwakarta don Kabupaten Subang dengan
mengubiah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pertbenitukan Daerah-daerah Kabupaten Dalaom Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 3). Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 28511

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desi
(Lembaran Negara tnhun Republik Indonesia Tahun 2014

Numor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495) sebapgsimana telah diubah beberapa kul



terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedus atas Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negars tashun Republik
Indonesin Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-undang Noamor 23 Tahun 2014  tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Noemor 244, Tumbshan lembaran negara
Republik Indonesia Nomaor 5587) sebagaimana telah beberapa
Xali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahiin
2023 tentang Penetapen Peraturan pemerintahl Penggant]
Undung-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang undang (Lembaran Negars Republik
Indonesin Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negars Republik Indopesin
Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peratyran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentung Desa (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin’ Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralthir dengan Peraturan Pemerinitih Nomior
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nogmor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelnlcsanasn Undang-Undang Namor 6 Tahun 2014 tentang
Tiesa (Lembumrun Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republilks Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11! tahun 2014
tentang pedoman telmis peraturan di Desa (Berita Negnra
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 2091},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018
tentang Lembagn Kemasyakatan Desa dan Lembags Adat
Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor
S69);

Peraturan Menteri Dillam' Negeri Nomor 59 tahun 2021
tenting Penerapan Standar Pelayanoan Minimal (Berita Negira
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



Menctaplkan
KESATU

KEDUA

q, Peraturan  Menteri Dalam Negen Nomor 13 tahun 2024
tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negars Republik
Indanesia Tahun 2024 Nomor 553);

10. Péraluran Desa Ciracas Namor 5 Tahun 2024 tentang
kewenangan  Desa berdasarkan hek asal usul dan
kewenangan lokal berskala Deésa [Lembaran Desa Ciracas
Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Pengurusan Pos Pelayvanan Terpadu (Posvandu) Garuda 0 Desa

Ciracas dengan susunan:

n. Ketow

b, Sekretaris;

c. Bendahara;

d. Ketaa Bidang;

e. Kader.
sebugaimans tercantum dalem lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ind,

Tugas Pengurus dan Kader Posyandu melipur:
a.  Ketua
1] Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada
Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkail
2) Memastikan dan  bertanggunjawab terhadap  seluruh
program dan kegiatan posvandu dapat terlaksana sesug
ketentuan.
b.  Sekretaris
Melakukan pengadministrasian, pelaporin, dan  kootrdinnsi
internal posyandu,
e Ketua Bidang
1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan
kegintan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
dan
2] Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegintan masing-masing bidang layanan di
Posyandu.
d. Kader Posyandu
1] Melaksanakan pelayanan sesual bidang lnyanannyn;
2) Memperninpkan tempat pelaksanaan Posvandu;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KETUJUH

3} Mempersiapkan pendatpan dan identifikasi pelayanan
posyundy sesuni dengan Standar Pelayanan Minimal;

4| Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi
sesual dengan Standar Pelayanan Minimal; dian

5} Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu  sebagai
bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada
penguIls,

Segala bisye vang tmbul akibat ditetapkannys Keputusen ind
dibebankan pada Anggaran Pendapatsn dan Belanja Desa dan
sumber pendanasn Inin vang tidak mengikal, dengan berpedoman
pada ketentuan peraturmn perundang-undangin yang berlaku.
Keputtisan Kepala Desa Ciracas Nomor 147.6/6/Kep-Kades/1/2025
tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan
Terpadu Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten
Purwakarta periode 2025 - 2030, dicabut dan dinyatakan tidak
berlalcu lagi.

Keputtsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetaplean.

: Balinan keputusan in{ disampaikan kepada Bupati melalui Cathat

sebagal laporan, dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahiuam.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pengurus Posyandu
Guaruda Il Desa Ciracas untuk dilaksanakan sebagamana mestinys.

ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 19 Juni 2025
KEPALA DESA CIRACAS, T~ -

Salinan Sebagaimana Aslinyn
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR . 147.6/Kep- 69/D3-2002/V1/2025
TARNGGAL ¢ 19 Juni 2025
TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA 11
DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 - 2030
EEFENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA 1)
D1 DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030
NO JABATAN NAMA
| Lo [[Ketya Enung Teti
12, | Sckretaris Dera Rahima Dhiana
3. | Bendahara Lina Marling
4. 1. Ketua Bidang Pendidikan 1. Evi Sn Sukarsih
2. Ketun Bidang Kesehatan 2. Nurhasunah
3, Ketua Bidang Pekerjunn Umum 3. Leh Herlina
4. Ketua Bidang Perumahan Rakyat 4. Nur Andivansyah
5. Ketua Bidang Trantibumlinmas 5. Entis Sutisaa
6. Krtua bidang sosial 6. Sri Rosita Ningrum
'5. | 1. Kader Bidang Pendidikan 1. Habibah Nurbayani
2. Kader Bidang Kesehntan 2. Eti Nurhaeni
3 Keder Bidang Pekerjasn Umum 3. Ida Rehman
4. Kader Bidang Perumaham Rakyot 4. Rikn Susanti
5. Kader Bidang Trantibumlinmas 5. Sukaesih
6, Kader bidang sosial 6, Yunengsih
g KEPALA DESA m&ac.ts;}, :
Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tanggat-49 Juni 2025

SE

E i ATALEN p, \.‘clmcﬁs.




Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURWAKARTA
SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/ Kep- 68/DS-2002/V1/2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS FELAYANAN TERPADU GARUDA I

&

DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan
(5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Pos Pelayanan Terpadu;

bahwa untik menyelengsaralan Posyandu Sebagal lemibaga
kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar
Pelayanan Minimal,

bahwa berdasarkun pertimbangan scbagaimana dimaksud
huruf & dan hurul b, perln menctapkan Keputusan Kepala
Desza Cirncas lentang Kepengurosan Pos Pelayanan Terpaodu
Gariida | di Desa Ciracas.

Uncung-Undang Nomor 14  Tahun 1950 tentdng
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950), scbagaimana (eloh diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 teatang Pembentulan
Kabupaten Purwokana dan Kabupaten Subang dengon
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Talun 1850 rentang
Pembentukan Duernh-daerah Kabupaten Dalam Linghungan
Provinsi Djawa Barat {Lembaran Negara Ropublik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tembsehan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (entang Desa
[Lembarun Negara tmhun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indaneaia
Nomaor 5495) sebagsimana telah diubah beberapa lali



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubshan Kedus atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa |[Lembaran Negara tahun Republik
indonesia Tahun 2024 Nomeor 77, Tambahan Lembsran
Negara Republik Indonesis Nomor 6914);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan |embaran negara
Republik indonesia Nomor Sﬁﬂﬂ.'aebﬂ_gaimmtﬂlah beberapa
kali divbah teraichir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penggonti
Undang-undang Nomor 2 Tabun 322 ientang Cipta Kera
menjadi  Undang undang  {Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Perniuran Pelaksanaan Unpdang-Undang Nomor & Tabun
2014 tentang Desa (Lemburan Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemor 123, Tamibihan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerititah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tabhun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 111 tahun 2014
tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyakatan Desa dan Lembaga Adal
Desa (Herita Negara Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor
569);

Perntutan Menterti Dalam Negeri Nomor 59 talun 202]
tentang Peneripin Standar Pelayanan Minimal (Bermn Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor 1419);



Mehetapkan
KESATU

KEDLUA

q9, Permturan ‘Menteri Dalam Negenn Nomor 13 tihun 2024
tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negwra Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tshun 2024 tentang
kewenangan Desa  berdasarkan  hak asal uwusul  dan
kRewenangan lokal berskala Desa (Lembardan Desa Ciracas
Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Pengurtisan Pos Pelavanan Terpadu (Posyandu) Garuda 1 Desa

Ciracas dengan susunan:

& Ketum;

b. Sekretaris;

¢, Bendabara;

d. Ketua Bidang:

e. Kader,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

. Tugas Pengurus dan Kader Posvandu meliput:

m.  Ketun
1} Berkcordinasi dsn melnkukan advokasi  kepada
Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait
program dan kegintan; dan
2) Memustikun dan  bertanggunjewab  terhadep seluruh
program dun kegiatun posyandu dapat terlaksany sesuai
ketentuan.
b. Sekretaris
Melakukan pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi
internal posvandu.
e, Ketua Bidang
1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan
kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
dan
2) Melaksanakan pengawasan dan evalussi pelaksanosn
program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di
Posvanda.
d. Kader Posyanduy
1} Melaksanakan pelayvanmn sesuai bidang layanannya;
2) Mempersiapkan tempat pelaksanasn Posyandu;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KETLLIUH

3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan
posyindu sesusi dengan Standar Pelayanan Minimal,

4} Melakukan kemunikasi, memberi informasi, dan edukasi
sesual dengan Standar Pelayanan Minimal; dan

5] Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai
bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada
pPengurus,

Segala biaya yang timbul aldbat ditetepkannya Keputusan imi
dibebankan pada Anggaran Pendspptan dan Belanje Desa dan
sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 147.6/6/Kep-Kades/1/2025
tangeal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan
Terpadu Desa Cirpcas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten
Purwalkarta periode 2025 — 2030, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Keputusan ini imulal berlakn sejak tangeal ditetapkan

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupat melalin Camet
sebmgai laporan, dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahunn.
Petikan Kepurusan mi diberikan kepada Pengurus Posyandu
Garuda | Desa Ciracas unmi dilaksanakan sebagaimans mestinyi.

ditetaplkan di Ciracas
pads tanggal 19 Juni 2025
GHEPALADESA CIRACAS, T -

Salinan Sebagaimana Aslinva
pucn tangesl 19 Juni 2025

SEXRETARIE BESA CIRACAS,
£ : _LTL"’.F"' L




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/ Kep- 68/DS-2002/VI1/2025
TANGGAL : 19 Juni 2025
TENTANG - KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA !

DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 - 2030

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA |

DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030

NO | JABATAN NAMA
1, | Ketua Yeni Hacrani
2. | Selretaris Idah Termidah
3. | Bendahara Ai Sa'adah Hinda
4. 1. Ketua Bidang Pendidikan 1. Riska Endah Pumama
2. Kerua Bidang Kesehatan 2. Rima Sn Sustiani
3. Ketus Bidang Pelerjunn Umum 3. Sovi Indrayani
4. Ketus Bidang Perumahan Rakyat 4, Sekarwati
5. Ketua Bidang Trantibumlinmas 5. Dandi Ramdani Saputia
6. HKema bidang sosial 6. Firli Mals Kumnia
| N
= 1. Kader Bidang Pendidikan 1. Marsa Nursulia
2. Kader Bidang Kesehatan 2. Ruhyst
3. KaderBidang Pekerjoan Umum 3. Baonon Sulasih
4. Kader Bidang Perumatlian Rakyat 4. Chea Cunayah
5. Kader Bidang Trantibumlinmas 5. Yoga
6, Kader bidang sosial 6. Ina Marlina
I
(¢ KEPALA DESA CIRACAS, % -
Sulnan Scbageimana Aslinya

19 Juni 2025
| CIRACAS,




Menimbang

Mengingst

KABUPATEN FURWAKARTA
SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR ; 147.6/Kep- 67/DS-2002/V1/2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI 1l

DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

bahwa untuk melaksannkan ketentuan Pasal B Ayat (1) dan
(5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Pos Pelnvanan Terpadu,

bahwa untuk menyvelenggarlkan Posyandu Sebagal lembagn
kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 [enam) hudang Stander
Pelayanan Mittimal;

bahwn berdasarkan pertimbangan sebagmimpsna dimaksud
buraf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepals
Desa Ciracas tentang Kepengurusan Pos Pelavanan Terpadu
Merpati [l di Desa Ciracas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 temtang
Pembetitukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Linglaangan
Provinsi Djawa Barat (Beritn Negara Republik Indonesia
Tahun 1950), sehagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 femtang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daergh-daerah Kabupaten Dalam Lingioungan
Provinsi Djewa Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nemor 6 Tonhun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara talun Republik Indonesin Tohun 2014
Nomar 7, Tambahen Lembarsn Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) scbaguimana telah diubah beberapa kali



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubeban Kedus atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembraran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 6913);

Undang-undang Namor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana telah bebernpa
kali divbah terakhir dengan Undang-undang Nomaor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penggmnti
‘Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja
menjadi Undang undang (Lembaran Negam  Republik
Indonesin Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peratursin Pemerintah Nomor 2 Tehun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repiblik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2 Tambaban Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 6178},

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 teniang Desa [Lembsran Negara Republik Indonesin
Tahun 2014 Nomor 123, Tembahan Lembaran Negara
Republile Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintaly Nomaor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenting Peraturan
Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pesa (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 6321};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014
tentang pedoman teknis peraiuran di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Taliun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tabuon 2018
lentang Lembays Kemasyslatan Desa dan Lembaga Adar
Desinn [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569,

Peraturan: Mentert Dalam Negenn Nomor 59 tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



Menetapkon
KESATU

KEDUA

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024
tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republile
Indonesin Tahun 2024 Nomor 553);

10, Peraturann Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2023 tentang
kewenangan Desa berdasarkan hak =sal  usul dan
kewenangan lokal berskala Desa (Leéembaran Desa Cirncas
Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ;

Pengurussn Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Merpati [1 Desa

Ciracas dengan susunan:

a. Ketua;

b. Sekreturis;

¢. Bendahara;

d. Ketus Bidang: dan

e, Kader,
sehagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tiduk terpisahlan dari Keputusan ini.

: Tugas Pengurus dan Kader Posyandu meliputi:

A Ketun
1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi  Lepada
Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desn terkait
program dan kegiatan; dan
2) Memastikan dan bertanggunjawab terhadap seluruh
program dan kegiatan pesyandu dapat terlaksanon sesusd
lcetentuan,
b, Sekretaris
Meliakukan pengedministrasion, pelaporan, den koordinasi
internal posyandu.
¢. Ketua Bidang
1) Mslaksanakan dan mengkoordinasiken program dan
kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
dan
2] Melaksanakan pengawssan dan evaluasi pelaksanasn
program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di
Posyandu.
d. Kader Posyandu
1) Melaksanakan pelaysnan sesuai bidang luyanannyn:
2) Mempersinpltan tempat pelaksaninan Posyandu;



RETIGA

KEEMPAT

REENAM

RETUJUH

3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan
posyandil sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;

4) Melalonkan kamunileasi, memberi informasi, dan edubosi
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan

5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu schagai
bahan penyusunan laporan pelayansn posyandu keparda
pengurus.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggnrun Pendapatasn dan Belanja Desa dan
sumber pendanaan lain yang tidak mengikal, dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalou,
Keputiisan Kepala Desa Ciracan Nomor 147.6/6/Kep-Kades/1/2025
tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan
Terpadu Desa Cirscas  Kecumatan Kierapedes Kabupaten
Purwakarta periode 2025 - 2030, dicabut dan dinyustakan tidak
beriaku lagi.

Keputusan ini mulal berlakm sejak tanggal diteuspion.

Salinan keputusan ini dismmpaikan kepada Bupan metalui Camar
sebagai laporan, dan kepada ketus BPD sebagai pemberitahuan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pengurus Posyandu
Merpiti 1l Desy Ciracas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetupkan di Ciracas
pacla !mg?l 19 Juni 2025
Jrepaia pesa :::mm:as,-}- :

Salinan Sebagmimana Aslinva




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR 1 147.6/Kep 67 [ DS-2002/V1/2025
TANCGGAL : 19 Juni 2025
TENTANG : KEFENGURUSAN POR PELAYANAN TERPADU MERPATI I
DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 - 2030
KEFPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI 11
DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030
NO JABATAN NAMA
1. | Ketua Siti Nurhayati
2, | Sekrelaris Epon
3. | Bendahara Tini Suhartini
+ 1. Ketua Bidanpg Pendidilan 1. Yani Maryani
2. Ketua Bidang Kesehiatan 2. Neng Rike Amelina
3. Ketua Bidang Pekerfaan Umum 3, Nurhasanesh
4. Ketua Bidung Perumahan Ralkyat 4. Yulinnti Safitri
5. Ketus Bidang Trantiburilinmas 5. Diri Nurdisntini
6. Kerua bidang sosial fi. N. Ratna
5. 1. Keder Bidang Pendidikan 1. Sunarti
2. Kader Bidang Kesehatan 2. Selpi Yulinns
3. Kader Bidang Pekerjuan Umum 3. Yuyun Yuningsth
4. Kader Bidang Perumahan Rakyat 4, Dadah
8. Kader Bidang Trantibumlinmas 5. Nani Suswat
6, Kader bidang sosinl 6. Atin Kartini

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada t

,I-‘Q Juni 2025

L Ir___\-r”

CIRACAS,

| KEPALA DESA CIRACAS,




Mengingat

KABUPATEN PURWAKARTA
SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 66/DS-2002/V1/2025

TENTANG

KEPENCGLRUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATL |

DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 — 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan
(5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Pox Pelayanan Terpadu;

bahwa untuk menyvelenggarakan Posyandu Sebngai lembaga
kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Staridar
Pelayanan Minimal;

bahwa berdasarkan pertimbanpan sebagaimana dimaksud
huril o dan Huruf b, perlu menetapkan Kepurusan Kepala
Desa Cirncas tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu
Merpati | di Desa Ciracas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 teniang
Pembentukan Daerah-daecrah Kabupaten Dalam Lingluingan
Provinsi Djawa Barat (Beritn Negara Republik Indonesin
Tahun 1950), schagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Talun 1968 tentung Pembentukan
Kabugsaten Purwakarta dan Ksbupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemberitukan Dacrah-daerah Ksbupaten Dalam Lingkungen
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negarn Republik Indonesin
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 2851);

Undang-Undang Nemor & Tahun 2014 tenmiang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali



terakhir déengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua itas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negars tahun Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomar 77, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6214

Undang-undang Nomor 23 Tshun 2014  tentang
pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tiahun 2014 Nomior 244, Taribahan lembaran repara
Republik Indonisia Nomor 5587) schagaimana telah beberapa
leali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetepan Peraturan pemeriniah Pengganu
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kera
menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tembahun lembaran
negara Republik Indonesie Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonesia Nomor 6178}

Peraturan Pemerintgh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksansan Undang-Undang Nemor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 5539), schagaimans telah diubah
beberupa kall teralthir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahur 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintulh Nomor 43 Tahun 2014 tenmng Peraturan
Pelaksanaan Undong-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peratiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tshun 2014
tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negwra
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2001);

Peraturan Menteri Dalium Negerl Nomor 18 tahun 2018
tentang Lembagas Kemasyskatan Desa dan Lembagas Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569}

Peraturnn Menteri Dalam Negeri Namor 59 tahun 2021
teritang Perigrapun Standar Pelayanan Minimal (Beritie Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024
tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik
Indonesin Tahun 2024 Nomor 553);

Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang
kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul das
kewenangan [okal berskala Desa (Lembaran Deun Ciracas
Tahun 2024 Nomaor 5);

MEMUTUSKAN :

Pengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu] Merpati | Desa

Ciracas dengan susunan:

i
b.
c.

d.
€.

A

Ketmuis:

Sekretaris;

Bendahara;

Ketua Bidang;

Kader.

schagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bigian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Tugas Pengurus dan Kader Posyandu meliputis

Ketua
1) Berkoordinasi dan melakukan advoknsi kepada
Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait
program dan kegiatan; dan
2] Memastikan dan bertanggunjawab terhadap seluruh
program dan kegiatan posyandu dapat teriaksansa sesuai
ketentuan.
SBekretaris
Melakulan pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi
internal posyandu.
Ketua Bidang
1) Melaksanakan den mesghoordinasikan program dan
kegiatan masing-masing bidang layanan di Pesyandu;
dan
2] Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanann
prograun dan kegiatan masing-masing bideng layanan di
Posyandu.
Kader Posyundu
1| Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannys;
2| Mempersiapkan tempat pelaksanaun Posyandu,



KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

KETLLIUH

3) Mempersiapknn pendataan dan identifilkasi pelavanan
posyandu sesunl dengan Standar Pelayanan Minimal;

4} Melakukan komunikasi, memberi mformasi, dan edukasi
sesual dengan Standar Pelayanan Minimal; dan

5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu scbagai
biahan penyusunan laporan pelayanan posvandu kepada
pengurus.

Segala binya yang timbul akibat ditetapkennoya Keputusan i
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjn Desa dan
sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman
pada ketentuan peruturan perundung-undangsn vang berlaku.
Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomaor 147.6/6/ Kep-Kades /1/2025
tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan
Terpadu Desa Cirscas Kecamatan [garapedes Kabupaten
Purwakarta periode 2025 - 2030, Dicabut dan dinyatakan tidak
betinky lagl,

Keputusin ini mulal berlaku sejak tangial ditetapkan,

' Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camint

scbagail laporan, dan kepuada ketua BPD sebagal pemberitahimn,

: Petikon Keputusan ini  diberikan kepada Pengurus Posyandu

Merpati [ Desn Cirscas untuk dilaksanakan sebogmmane mestinyn,

ditetapkan di Cirncas
pada tanggal 19 Jun: 2025

Salinan Sebagaimana Aslinya

19 Juni 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/ Kep- 66/ DS-2002/V1/2025
TANGGAL : 19 Juni 2025
TENTANG  KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI |
DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 - 2030
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MERPATI |
D1 DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030
NO | JABATAN NAMA.
1. | Ketua Reanihs
i 2. | Sekretaris Teti
% | 1. Ketua Bidang Pendidikan 1. Asep Tedi Sunanys
2. Ketua Bidang Kesehatan e ORI
3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum 3. Fitri Rezeki
4. Ketus Biding Perumahan Rakyat 4. N.Antni
5. Ketua Bidang Trantibumlinmas 5. Lilis Sumiati
6. Ketug bidang sosial 6. Inma Rismayant
5. | 1. Kader Bidang Pendidikan | 1. Laela frami
4. Kader Bidang Kesehatan 2. AiAsiyah
3. Kader Bidang Pekerjaan Umum 3. Oyok Suhacnah
4. Kader Bidang Porumatian Rakyat 4. Yanti Rohayat
5. Kader Bidang Trantibumiinmns 5. Yuyun Yunita
6. Kader bidang sosial 6. Duarigh

GKEPALA DESA camm.»\» :




Menimbang

Mengingnt

KAHUPATEN PURWAKARTA
SALINAN

KEPUTWUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kép- 65/DS-2002/V1/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA CIRACAS

TAHUN 20625 - 2030

REPALA DESA CIRACAS,

bahwn untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2)
huruf ¢ Peraturan menteri Dalem Negeri Nomoar 13 Tahun
2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;

bahwa dalam rangka meningkatkan  pembinaan
penyelenggaraan Pos  Pelayaman  Terpadu  untuk
melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan
Minimal di Desa,

hurufl o dan hirul b, periu menetaplkan Keputusan Kepala
Desa Ciracas tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di
Desa Ciracas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita Negura Republik Indonesin
Tahun 1950), sebagnimann telah ditbah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tehun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwalouta dan Ksbupaten Subang dengan
mengubah Undang Undong Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dasrah-dacrah Kabupaten Dalam Linghungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembarmn Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara tahun Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomur 5495) sebagsimana telah diubsh beberapa kall



8.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tenting Perubshan Keduas aras Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Repuhlik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembarun
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-undang Nomgr 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran mnegaras
Republik Indonesia Nomot 5587) sebagnimana telah beberapa
kali dinbah teralthir dengain Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penectapan Permturun pemernntah Penggant
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang undang (lembaran Negara Republik
Indonesiz Tabhun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6856

Peraturan Pemerntah Nomor 2 Talun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minima! (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Namor 2 Tambahan Lembaran Neeara Repulilik
indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemenintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republie Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambghan Lembaran WNegara
Republik Indanesia Nomor 5539), scbagaimana telah diubah
beberapa kali teralchir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubshan Kedua Atss Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tmhun 2014 tentang Pernturan
Peluksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tenlang
Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namar 6321},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111! tahun 2014
tentang pedomean teknis peraturan di Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyakatan Desa dan Lenibaga Adat
[esa (Berita Negata Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569);

Peraturai Metiteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021
tentihg Penerapan Standar Pelayoman Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 1419);



Menctapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Menternn Dalam Negeri Nomor 13 tghun 2024
tentang Pos Pelayanin Terpadu (Berita Negarn Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomaor 553};

10. Peraturan Desa Ciracas Nomar 5 Tahunm 2024 tentang
kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa [Lembaran Dess Cirncas
Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSEAN :

: KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG TIM PEMBINA

POSYANDU DESA.

Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Ciracas
yang selarjutnya disebut TP Posvandu Dess dengan susunan
keapgpotaan sebogalmana  tercantum  dalam  lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa

s34

: TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksod dalam diktum KESATU

mempunya uraian mgas sehagal berikut :

1. Penasihat
Memberikan saran, masukan dan pertimbangan  dalam
penyelenggarsan Posyandu Desa

2. Keotua

1. Membenkan srshan pelaksanaan program/Kegiatan TP
Posyandu Desa;
2. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posynndu Desa; dan
3. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa .
3. Sckretaris
1, Melakikan tugns TP  Posyandu  Desa  dalam
pengndthinistrusian  yang  betkaitan  dengan  teknis
program/ kegiatan aperasional Posyvandu Desa; dan
2. Melaksanakan koordinast telthnis administras)  yang
berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP
Posyandu Desa.
#. Bendaharn
Melakukan pengelolaan, penatausshaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.
3. Ketua Bidang
1. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi program fkegiatan sesuai dengan
masing-masing bidang: dan
2, Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan svaluasi bidang tugss yang menjadi tanggung jewabnya.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
KEENAM

KETUJUH

6. Anggota Bidang
Membantu ketua bidang dalum melaksanakan tugas dan
tangeung jawab sesual dengan masing-masing bidang.

Segila bya yang umbnl akibat ditetapkenmyn Keputusan mi
dibebiankan pads Anggaran Pendopaian dan Belanja Desa dan
sumber pendonaan lain yang tidak mengkat, dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundanyg-undangan yang berlakal.

Keputusan Kepals Desa Cirncas Nomor
141,1/17.1/Kep, Des/VIil/2023 tanggal 23 Agustus 2023 lentang
Penetapan Kelompok Kerja Posyendu Desa Clrscas Kecamatan
Kiarapedes Kabupaten Purwakara, Dicabut dan dinyatakan tidak
berleku lag.

Keputusan ini mulal berlaku sejuk tanggal ditetuplan.

Salinan keputusdn ini disampaikan kepada Bupati melalul Camat
sebagal laporan, dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada Tim Pemibina Posyandu
Desa Cirficas untuk dilaksanakan sebagairmana mestinya.

ditetapkan di Ciracas

pada tanggal 19 Jum 2025
$KEPALA DESA cmacns.‘!\— ‘

Salinan Sebagaimana Aslinya




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 85/DS-2002/V1/2025
TANGGAL : 19 Juni 2025
TENTANG : TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMHINA POSYANDU DESA CIRACAS
TAHUN 2025- 2030
NO NAMA JABATAN
1. | EMAN SULAEMAN Penasihat
2. | NANI SUMARTINI Ketua Tim Pembina Posyandu Desa
' 3. | AHMAD KURNIAWAN Sekreturis
|
\' 4. | YUSRIZAL APRI ROHENDRA, 5.Kom Bendshara
5. 1. RISTIANA, S.Pd 1. Ketua Bidang Pendidikan
2, HARI MAULANA AL-MUQSITH, S.T | 2, Ketus Bidang Keschatan
3. HER! AHADIAT, 5.Pd 3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum
4, CECEP RUHIMAT *, EcﬂmBidnn’_g Perumahan Ralcyait
5. ASHP SUTARNO 5. Ketun Bidang Trantibumlinmas
. YENI HENDRAYANI 6. Ketus bideng sosial
6. 1. DELIS SINTA 1. Anggota Bidang Pendidikan
2. DIAH PERMATASARI 2. Anggota Bidang Kesshatan
3. WAWAN SETIAWAN 3. Anggota Bidang Pekerjuan Umum
4. NIA KURNIAWATL 4. Anggota Bidang Perumahan Rakyat
5. CUCU CAHYANA 5. Anggoia Bidang Trantibumlinmas
6. NURWITA WLIAYANT] 6. Anggota bidang sosial
§REPALA DESA CIRACAS, h\

Salinan Sebagaimana Aslinya
pada tangeal 19 Juni 2025
k

.

ARTS DESA CIRACAS,




Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURWAKARTA
SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 70/DS-2002/V1/ 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS FELAYANAN TERPADL GARUDA NI

DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA CIRACAS,

bahwa uniuk melsksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan
(5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Pos Pelayanan Terpadu;

bahwa uniuk menyelenggarakan Posyandu Sebagai lembiaga
kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 [enum) bidang Standar
Pelayanan Minimal;

bahwa berdabarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud
huridf a dan huruf b, perlu meneiapkan Keputusan Kepaln
Desi Ciracas tetitang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu
Garuda 1T di Desa Ciracas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentung
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provingi Djawa Barat (Berita Negata Republik Indonesia
Tahun 1950, scbegsimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undarg Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran HNegars
Republik Indonesia Nomar 2851);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 7, Tambiahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagnimana telah diubah beberapa  lali



=]

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undeng-Undang Nomor 6
Tehun 2014 tentung Desa (Lembamn Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoaesia
Tahun 2014 Namor 244, Tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Noinor 5587) sehagaimana telah beberapa
kall diubah torakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peratiitan pemerititah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menfadi Undang undang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran
negara Repuhlik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemernintab Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal {lLembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2018 Nomor 2 Tambphan Lembaran Negara Republik
Indemesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah MNomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5539), sebagaimana telah diubah
beberapu kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
I'l Tehun 2019 tentang Perubghati Kedusd Atas Peraturan
Pemenintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan
Pelaksansan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang
Desa {Lembarsn Negora Republik Indonesis Tahun 2019
Nemor 41, Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia
Noemor 6321);

Peraturen Menter; Dalam Negern Nomor 111 tahun 2014
tentung pedoman teknis peraturan di Desa (Beritan Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tehun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanun Minimal {Berita Negara
Republik Indonesia Takun 2021 Nomor 1419);



Menelapkan

KEDUA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024

tentang Pos Pelayenan Terpedu (Beritn Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomar 553);

10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa {Lembaran Desa Ciracas
Tahun 2024 Nemar 5);

MEMUTUSKAN :

Pengurusan Pos Pelnyanan Terpadu (Posvandu) Garuda [II Desa
Ciracas dengan susunan:

#.
b
c. Bendaharn;
d.
e

. Kader:

Ketua
Sekretaris:

Hetua Bidang; dan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

. Tupas Pengurus den Kader Posyandu mehputs

a. Ketun

1) Berkoordinasi den melakuksn asdvokasi  kepadas
Pemerintah Dess dan Tim Pembina Posyandu Desa tericait
program dan kegintan; dan

2) Memastikan dan  bertanggunjawab terhadap seluruh
program dan kegiatun posyandu dapat terlaksana sesusi
ketentusn.

Sckretans
Melokukan penpadministrasian, pelaporan, dan koordinas
Internal posyandu.
Ketun Hidang
1) Melaksanakan dun mengkoordinasikan program dan
kegintan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
dan
2] Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksansnn
program dan keginten masing-masng Hdang layanan &
Posyandu.
Kader Posyandu
1| Melaknanakan pelayanan sesuai bidang lavanannya;
2} Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu,



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
KEENAM

KETUJUH

3| Mempersiapkan pendataan dan identifikast pelayanun
posyandu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;

4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan

5| Mengompilasi kegistan pelayanan Posyandu seboagai
bahan penyusunan laporan pelayanan posynndu kepada
PEngUras,

Segala biayn yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan imi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
sumber pendanasn lain yang tidak mengikal, dengan berpedoman
pada ketentunn peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 147.6/6/Kep-Kades/1/2025
tangeal ¢ Januan 2025 tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan
Terpadu Desa Citacas Kecamdtun Kisrapedes Kabupaten
Purwakarta periode 2025 - 2030, dicabut dan dinyatalan tdak
berlaku lagi.

Eeputusan ini mitlai berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan inl dissripaikan kepada Bupatl melaln Camat
sebagai laporan, dan kepada ketuu BPD scbagsi pemberitahuan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pengurus Posyandu
Goruda [l Desa Ciracas untuk dilaksanakan  sebhagaimana
mestinya.

ditetapkan di Cirncas
padia tanggal- 19 Juni 2025
* BKEPALA DESA CIRACAS, 1= -

Salinan Sebagaimana Aslinya
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.6/Kep- 70/ DS-2002/V1/ 2025
TANGGAL . 19 Juni 2025
TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA 111

DI DESA CIRACAS TAHUN 2025 - 2030

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU GARUDA I

DI DESA CIRACAS
TAHUN 2025- 2030
NO ~ JABATAN NAMA
| 1. | Ketua lis Puspasari
2 | Sexrcwns Dedeh Rahmawati
+. 1. Ketua Bidang Pendidikan 1. Mela Melin
2, Ketua Bidang Keschatan 2. Neng leeus Suminar
3. Ketua Bidang Pekerjaan Umum 3. Neneng Sri Rahayu
4, Ketua Bidang Perumahan Rakyat 4. Rahayu Setiawati
5, Ketua Bidang Trantibumlinmas 5. Dodoh Hamidah
6. Ketua bidang sosial 6. Ratna Yuningaih
5. | 1. Kader Bidang Pendidikan o | 1. Dwi Jumar
2. Kader Bidang Keschatan 2. Septiani Purnama Putri
3. Kader Bidang Pekerjaan Umum 3. Sri Wabhyuni
4. Kader Bidang Perumahan Rakyat 4. Tanti Yulianti
5. Kader Bidang Trantibumbinmeas 5. Dewi
6. Kader hidang sosinl 6. Supartini
S KEPALA DESA CIRACAS, 1—- -
Salinan Sebagaimana Ashnyn

pads tanggal 19 Juri 2025
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